
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR :  SP DIPA-019.07.2.539074/2026

LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

A. Dasar Hukum :

3. Provinsi
2. Unit Organisasi

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

(539074)
: KALIMANTAN BARAT
:

:
(019)

(13)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN1. Kementerian Negara/Lembaga :

(07)

4. Kode/Nama Satker

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

EKONOMI
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
04

Jumlah Uang

TERLAMPIR

 13.162.102.000,00 (  Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu  RUPIAH )Rp.Sebesar :

C. Sumber Dana Berasal Dari:

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

2. PNBP
1. Rupiah Murni

Rp.

Rp.

Rp.PNBP TA Berjalan

- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

Rp.
Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
- Hibah Dalam Negeri Rp.

Rp.
Rp.

5. Hibah Langsung
- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.

Rp.
Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

 9.593.885.000,00

 3.568.217.000,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

1. (042)KPPN Pontianak  13.162.102.000,00Rp.

JAKARTA, 22 November 2025
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
197003271995031002

DS: 4437-9187-5604-1282

 0,00Rp.6. SBSN PBS

ttd.



LAMPIRAN

NOMOR : SP DIPA-019.07.2.539074/2026

EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  2.069.841.000,00Rp.

EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri  2.069.841.000,00Rp.

WA Program Dukungan Manajemen  11.092.261.000,00Rp.

WA.6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri  11.092.261.000,00Rp.

TAHUN ANGGARAN 2026

Satker     :  (539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN



Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga

(07)
(13)

Kode / Nama Satker (539074)

(019)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026
I A. INFORMASI KINERJA

:
:
:
:

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KALIMANTAN BARAT
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

Halaman IA.1

NIP. 197505112005022001

JAKARTA, 22 November 2025

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

EMMY SURYANDARI

ttd.



Halaman IB.1

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

:

Provinsi

Unit Organisasi

:

Kode/Nama Satker

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(07) BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

I B. SUMBER DANA

(13) KALIMANTAN BARAT

(539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026

Rp.1. Rupiah Murni

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

5. Hibah Langsung

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

(1) Valuta Asing

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Pagu Ekuivalen Rupiah

Rp.  13.162.102.000,00

 9.593.885.000,00

 3.568.217.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

1. Anggaran Tahun 2026

f.  Hibah Dalam Negeri Langsung IDR  0,00

2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)

Rp.6. SBSN PBS  0,00

7

RINCIAN DANA BERDASARKAN
CARA PENARIKAN

Rp. LN Rp. Loc. Cost

4

No.

Rp. PdpKodeUraian

3

Dana

8

Dana

1 52 9

Kode

PAGU TAHUN INI

6

Kode

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

10

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
No. NPP/H per Tahun

No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

DANA PENDAMPING

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

KODE

BELANJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA PEGAWAI
[51]

BARANG
[52]

MODAL
[53]

BANTUAN
 SOSIAL

[57]
LAIN-LAIN

[58]
JUMLAH

 SELURUH

LOKASI/
 KPPN

CARA
 PENARIKAN/

REGISTER

Kewenangan :

Kode / Nama Satker

Kementerian Negara / Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

:

:

:

:

Halaman II.1

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN(019)

(07) BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

(13) KALIMANTAN BARAT

(539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

(KD) KANTOR DAERAH

(dalam ribuan rupiah)

539074 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

 8.706.000,00  3.762.915,00  693.187,00 - -  13.162.102,00

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri -  2.069.841,00 567.000,00 1.502.841,00- -

6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri  2.069.841,00 1.502.841,00 - 567.000,00 --

13.516077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi -  23.640,00 - - -  23.640,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

PNBP -  23.640,00 - - - 042@04 RM 23.640,00

13.516077.BAD Pelayanan Publik kepada  industri -  1.479.201,00 - - -  1.479.201,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

PNBP -  1.479.201,00 - - - 042@04 RM 1.479.201,00

13.516077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan - -  567.000,00 - -  567.000,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

PNBP - -  567.000,00 - - 042@04 RM 567.000,00

019.07.WA Program Dukungan Manajemen -  11.092.261,00 126.187,00 2.260.074,00 8.706.000,00 -

6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

 11.092.261,00 2.260.074,00 - 126.187,00 - 8.706.000,00

13.516042.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - -  48.575,00 - -  48.575,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

RM - -  48.575,00 - - 04201 RM 48.575,00

13.516042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal  8.706.000,00  2.132.810,00 - - -  10.838.810,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

KODE

BELANJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA PEGAWAI
[51]

BARANG
[52]

MODAL
[53]

BANTUAN
 SOSIAL

[57]
LAIN-LAIN

[58]
JUMLAH

 SELURUH

LOKASI/
 KPPN

CARA
 PENARIKAN/

REGISTER

Kewenangan :

Kode / Nama Satker

Kementerian Negara / Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

:

:

:

:

Halaman II.2

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN(019)

(07) BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

(13) KALIMANTAN BARAT

(539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

(KD) KANTOR DAERAH

(dalam ribuan rupiah)

RM  8.706.000,00  770.703,00 - - - 04201 RM 9.476.703,00

PNBP -  1.362.107,00 - - - 042@04 RM 1.362.107,00

13.516042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal -  2.484,00  77.612,00 - -  80.096,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

RM -  2.484,00  40.302,00 - - 04201 RM 42.786,00

PNBP - -  37.310,00 - - 042@04 RM 37.310,00

13.516042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal -  39.768,00 - - -  39.768,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

PNBP -  39.768,00 - - - 042@04 RM 39.768,00

13.516042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal -  85.012,00 - - -  85.012,00

( 13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK )

RM -  25.821,00 - - - 04201 RM 25.821,00

PNBP -  59.191,00 - - - 042@04 RM 59.191,00

 8.706.000,00  3.762.915,00  693.187,00 --  13.162.102,00JUMLAH

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 22 November 2025

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA

NIP. 197505112005022001
EMMY SURYANDARI

ttd.



SATKER

32

KODE
AGUSTUS SEPTEMBER

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

:

:

Kementerian

Unit Organisasi

:

Kode dan Nama Satker

:

Provinsi

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(07) BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
(13) KALIMANTAN BARAT
(539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026

RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN

8 9 13 14121110 15

No.
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLAH

1676541
5390741. BALAI STANDARDISASI DAN

PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

51 BELANJA PEGAWAI  570.000  601.024  1.204.243  610.000  610.000  1.210.733  650.000  650.000 650.000  650.000  650.000  650.000  8.706.000

52 BELANJA BARANG DAN  20.000  207.032  254.993  259.773  377.852  278.365  369.711  434.454 318.106  377.418  465.350  399.862  3.762.915

53 BELANJA MODAL  0  0  33.156  0  93.031  298.500  0  268.500 0  0  0  0  693.187

RENCANA PENARIKAN DANA  590.000  1.352.954 808.056  1.115.350 1.027.418 1.492.392  1.049.862 1.787.598 1.080.882 869.773  968.106  1.019.711  13.162.102

 167.348 416.941 234.605  152.904  131.008 84.006 55.368  176.847 87.912  128.684 0019.07.EC.6077  434.218  2.069.841Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa
Industri

52 BELANJA BARANG DAN JASA  0  55.368  84.006  87.912  234.605  118.441  131.008  165.718 152.904  128.684  176.847  167.348  1.502.841

53 BELANJA MODAL  0  0  0  0  0  298.500  0  268.500 0  0  0  0  567.000

 882.514 1.370.657 846.278  815.202  888.703 1.408.386 752.689  938.502 781.860  898.734 590.000019.07.WA.6042  918.736  11.092.261Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan
Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri

51 BELANJA PEGAWAI  570.000  601.024  1.204.243  610.000  610.000  1.210.733  650.000  650.000 650.000  650.000  650.000  650.000  8.706.000

52 BELANJA BARANG DAN JASA  20.000  151.665  170.986  171.860  143.247  159.924  238.703  268.736 165.202  248.733  288.502  232.513  2.260.074

53 BELANJA MODAL  0  0  33.156  0  93.031  0  0  0 0  0  0  0  126.187

PERKIRAAN PENERIMAAN  194.236  547.502 300.216  370.869 370.869 158.909  194.260 370.869 229.563 194.236  370.869  441.522  3.743.920

 - PNBP (425283)  176.633  282.613  141.306  176.633  211.960  353.266 353.266  423.919  353.266 353.266  176.633 529.899  3.532.660

 - PNBP (425421)  12.605  12.605  12.605  12.605  12.605  12.605 12.605  12.605  12.605 12.605  12.605 12.605  151.260

 - PNBP (425692)  4.998  4.998  4.998  4.998  4.998  4.998 4.998  4.998  4.998 4.998  5.022 4.998  60.000

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

EMMY SURYANDARI
NIP. 197505112005022001

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

JAKARTA, 22 November 2025

ttd.



Halaman : IV.A.  1

TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi

:  [07]

:  [019]

:  [539074]

Kementerian Negara / Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026
IV A. B L O K I R

Unit Organisasi

Kode / Nama Satker

:  [13]

(dalam ribuan rupiah)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

U R A I A NKODE U R A I A NKODE U R A I A N
539074 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

 959.776,00Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp.

52  899.345,00Rp.BELANJA BARANG DAN

53  60.431,00Rp.BELANJA MODAL

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri019.07.EC

Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri6077

Sosialisasi dan Diseminasi6077.AEF
 5.440,00521211 Belanja Bahan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  5.440,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 3.200,00522151 Belanja Jasa Profesi (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  1.600,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 15.000,00524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
(PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  15.000,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Pelayanan Publik kepada  industri6077.BAD
 85.268,00521211 Belanja Bahan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  71.761,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 35.925,00521213 Belanja Honor Output Kegiatan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  17.963,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 470.026,00521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  142.437,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 4.250,00522151 Belanja Jasa Profesi (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  1.438,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 254.611,00522191 Belanja Jasa Lainnya (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  96.630,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 517.740,00524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP)

Catatan



Halaman : IV.A.  2

TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi

:  [07]

:  [019]

:  [539074]

Kementerian Negara / Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA-019.07.2.539074/2026
IV A. B L O K I R

Unit Organisasi

Kode / Nama Satker

:  [13]

(dalam ribuan rupiah)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

U R A I A NKODE U R A I A NKODE U R A I A N
Rp.Tidak dapat dicairkan  278.568,00

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 80.470,00524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  45.350,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 450,00524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
(PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  375,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 5.290,00524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  5.290,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Sarana Bidang Industri dan Perdagangan6077.CAH
 567.000,00532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  56.700,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Program Dukungan Manajemen019.07.WA

Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa
Industri

6042

Layanan Dukungan Manajemen Internal6042.EBA
 120.681,00521111 Belanja Keperluan Perkantoran (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  18.768,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 5.682,00521211 Belanja Bahan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  5.186,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 15.437,00521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  1.544,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 372.000,00522111 Belanja Langganan Listrik (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  37.200,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 2.300,00522191 Belanja Jasa Lainnya (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  2.300,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya



Halaman : IV.A.  3

TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi

:  [07]

:  [019]

:  [539074]

Kementerian Negara / Lembaga
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U R A I A NKODE U R A I A NKODE U R A I A N
 280.670,00523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  28.067,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 8.500,00523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
(PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  850,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 192.037,00523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  19.204,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 17.754,00523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  6.075,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 10.960,00523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
(PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  1.096,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 95.068,00524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  47.534,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 10.950,00524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  5.625,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Layanan Sarana dan Prasarana Internal6042.EBB
 37.310,00532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  3.731,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Layanan Manajemen SDM Internal6042.EBC
 19.200,00522191 Belanja Jasa Lainnya (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  13.640,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 20.568,00524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  10.800,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
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Layanan Manajemen Kinerja Internal6042.EBD

 6.779,00521211 Belanja Bahan (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  5.415,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 1.700,00521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  1.050,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 27.750,00522191 Belanja Jasa Lainnya (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  8.709,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 4.980,00524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  4.130,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

 600,00524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP)

Catatan

Rp.Tidak dapat dicairkan  300,00
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

ttd.

JAKARTA, 22 November 2025

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

EMMY SURYANDARI

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN

NIP. 197505112005022001
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JAKARTA, 22 November 2025

EMMY SURYANDARI
NIP. 197505112005022001

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN


